SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/390/Kept./403.013/2021
TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8)
Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Nomenklatur dan Tugas Sub

Koordinator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Magetan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-
Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887),
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi
Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 64);

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2022.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Pengbina Tingkat |
NIP 19740206 200003 T 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/390/Kept/403.013/2021
TANGGAL : 31 Desember 2021

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN

A. Sub Koordinator pada Sekretariat Dinas, terdiri dari:
a. Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program
kegiatan;
menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);

3. menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja
(Renja);

4. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun
laporan hasil kegiatan;

6. menghimpun data dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi
hasil rencana kerja, realisasi fisik dan keuangan, Sistem Informasi
Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
mengelola dokumen perjanjian kinerja;
mengoordinasikan, menghimpun  pelaksanaan penyusunan
Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

9. menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP); dan

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Koordinator pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri
dari:
a. Sub Koordinator Identitas Penduduk mempunyai tugas:

1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk; dan

2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pelayanan Pendaftaran Penduduk.



b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai

tugas:

1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan,koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah
datang penduduk dan pelaksanaan pendataan penduduk; dan

2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

C. Sub Koordinator pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas:

b.

1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian; dan

2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil.

Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan mempunyai tugas:

1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan
pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan
kewarganegaraan; dan

2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pelayanan Pencatatan Sipil.

D. Sub Koordinator pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan, terdiri dari:

a.

Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

mempunyai tugas:

1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan sistem informasi administrasi

kependudukan, tata kelola dan Sumber Daya Manusia
teknologi informasi dan komunikasi; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

. Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

mempunyai tugas:
1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan

dan penyajian data kependudukan;



2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

E. Sub Koordinator pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan,

terdiri dari:

a. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas :

1.

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, koordinasi serta pelaksanaan kerja sama
administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi pelayanan
administrasi kependudukan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

b. Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

mempunyai tugas:

1.

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Pemgbina ngkat I
NIP 197'40206 200003 T 004



